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PENUTUP

A. Simpulan

Teknologi self-driving car digambarkan sebagai kendaraan yang bergerak
sendiri tanpa ada pengawasan dari manusia dimana kendaraan tersebut
dikendalikan oleh rangkaian sistem kecerdasan buatan. Karakteristik dari
teknologi self-driving car yaitu mesin bergerak secara otomatis tanpa ada campur
tangan dari manusia. Hal tersebut yang membuat kendaraan teknologi self-driving

car berbeda dengan kendaraan pada umumnya.

Teknologi self-driving car mulai dikenal sejak tahun 2014 dan terus
berkembang hingga sekarang, akan tetapi, belum ada Peraturan Perundang-
undangan Indonesia yang secara khusus mengatur teknologi self-driving. Hal
tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum mengenai teknologi self-
driving. Berdasarkan hasil analisis teknologi self- driving dilihat dari Peraturan

Perundang-undangan negara Indonesia, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai pengembangan
industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
kemudian direalisasikan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Akan tetapi,

Peraturan Menteri tersebut belum membahas secara spesifik mengenai
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teknologi self-driving dan hanya membahas mengenai persyaratan teknis
dan laik jalan kendaraan bermotor dengan motor listrik sebagaimana diatur
dalam ayat (3) bahwa “kendaraan bermotor listrik untuk memenuhi aspek
keselamatan wajib dilengkapi dengan suara dengan tingkat kebisingan dan
jenis suara tertentu.” Teknologi self-driving tidak diatur dalam Peraturan
Menteri tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu,
harus dibentuk aturan mengenai teknologi self-driving sehingga tidak
terjadi kekosongan hukum di dalam Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Perlu diingat, bahwa saat ini kendaraan berteknologi self-
driving sudah masuk di Indonesia dan terus berkembang sehingga
diperlukan aturan untuk mngatur teknologi self-driving.

Sebagai akibat kekosongan hukum, Teknologi self-driving menimbulkan
masalah baru dalam hal implementasi perlindungan hukum konsumen.
Pengguna kendaraan self-driving berkedudukan sebagai konsumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu “setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.” karena pengguna kendaraan self-driving membeli dan
menggunakan kendaraan tersebut untuk kepentingannya. Oleh karena itu,
pengguna kendaraan self-driving berhak atas hak-hak konsumen dan hak-
hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
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Konsumen. Akan tetapi, hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi sebagai
akibat dari terjadinya kekosongan hukum terkait teknologi self-driving car
di Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia dapat mengadopsi
peraturan-peraturan luar negeri terkait teknologi self-driving seperti
peraturan negara bagian Florida dan Vermont. Florida dan Vermont
mewajibakan kendaraan self-driving memiliki jaminan untuk pengguna
kendaraan self-driving apabila terjadi kecelakaan. Peraturan tersebut
sebagai contoh bentuk perlindungan hukum konsumen kendaraan self-
driving. Peraturan seperti inilah yang dapat diadopsi oleh Indonesia
sebagai usaha perwujudan perlindungan hukum konsumen kendaraan self-

driving.

B. Saran

Dalam rangka menghindari kekosongan hukum dan mewujudkan
perlindungan hukum konsumen kendaraan teknologi self-driving, maka
diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus
teknologi self-driving car karena Peraturan Perundang- Undangan Indonesia yang
berkaitan dengan kendaraan seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur mengenai kendaraan
berteknologi self-driving sedangkan kendaraan-kendaraan teknologi self-driving
seperti Tesla dan Navya sudah masuk di Indonesia. Indonesia dapat mengadopsi
peraturan-peraturan dari negara lain seperti negara bagian Florida dan Vermont

yang sudah mengatur mengenai kendaraan self-driving.
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